


























1 

BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keuangan daerah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan daerah yang 

merupakan milik daerah yang dinyatakan dalam bentuk uang. Berdasarkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah Pasal 1 Ayat 6  yakni, “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 

kewajiban daerah tersebut”. Sejak diberlakukannya otonomi daerah setiap urusan daerah 

tidak lagi terpusat kepada pemerintah pusat, dimana setiap daerah diberikan hak untuk 

mengatur urusannya sendiri termasuk masalah keuangan. Otonomi Daerah adalah hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan 

Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dituntut 

untuk menjalankan pemerintah yang efektif, efisien, dan mampu mendorong masyarakat 

dalam meningkatkan pemerataan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki 

oleh masing-masing daerah. 

Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi 

kewenangannya, yang merupakan limpahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah. Pendelegasian kewenangan tersebut disertai dengan penyerahan dan pengalihan 

pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka 

desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari 

otonomi daerah. “Desentralisasi fiskal secara sederhana dapat diartikan sebagai proses 
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distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintah yang 

lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintah dan pelayanan publik sesuai 

dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintah yang dilimpahkan” (Saragih, 2003:83). 

Konsep desentralisasi fiskal mewajibkan pemerintah di indonesia untuk mampu mengelola 

pemerintahan dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarkat luas, 

termasuk dalam membuat dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). 

  Pengelolaan keuangan daerah adalah penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah 

secara optimal untuk penyelenggaraan dalam hal keuangan dengan pemberian                   

sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu kepada undang-

undang tentang perimbangan keuangan daerah dan pusat yang besarnya disesuaikan 

dengan pemerintah daerah, daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber-sumber 

antara lain berupa kepastian pendanaan dari pemerintah, kewenangan memungut pajak dan 

distribusi serta mendapat bagi hasil dari sumber-sumber daerah. “Pelaksanaan pengelolaan 

keuangan daerah menyatakan bahwa anggaran mempunyai tiga kegunaan pokok  yaitu 

sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja serta sebagai alat pengawasan 

kerja” (Pekei, 2016:2). 

Melihat pada kegunaan pokok dari anggaran tersebut maka pertumbuhan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berfungsi  sebagai : Pertama, fungsi perencanaan, 

dalam perencanaan APBD adalah penentu tujuan yang akan dicapai sesuai dengan 

kebijaksanaan yang telah disepakati misalnya target penerimaan yang akan dicapai, jumlah 

investasi yang akan ditambah, rencana pengeluaran yang akan dibiayai. Kedua, fungsi 

koordinasi anggaran berfungsi sebagai alat mengkoordinasikan rencana dan tindakan 

berbagai unit atau segmen yang ada dalam organisasi, agar dapat bekerja secara selaras ke 
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arah tercapainya tujuan yang diharapkan. Ketiga, fungsi komunikasi jika yang dikehendaki 

dapat berfungsi secara efisien maka saluran komunikasi terhadap berbagai unit dalam 

penyampaian informasi yang berhubungan dengan tujuan, strategi, kebijaksanaan, 

pelaksanaan, dan penyimpanan yang timbul dapat teratasi. Keempat, fungsi motivasi 

anggaran berfungsi pula sebagai alat untuk memotivasi para pelaksana dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang diberikan untuk mencapai tujuan. Kelima, fungsi 

pengendalian dan evaluasi, anggaran dapat berfungsi sebagai alat-alat pengendalian yang 

pada dasarnya dapat membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan sehingga dapat 

ditentukan penyimpangan yang timbul dan penyimpangan tersebut sebagai dasar evaluasi 

atau penilaian prestasi dan sekaligus merupakan umpan balik pada masa yang akan dating. 

 Menurut Mardiasmo (2002:59) mengatakan bahwa: “Tujuan utama penyelenggaraan 

otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan 

perekonomian daerah. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada 

masyarakat salah satunya dapat dilihat dari belanja yang dialokasikan untuk belanja publik 

yang disebut juga dengan belanja langsung”. 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2007 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 23 Ayat 2 mengatakan: 

“Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2007 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan : “Belanja daerah terdiri 

dari belanja langsung dan belanja tidak langsung”.  Belanja tidak langsung adalah belanja 

yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, 

sedangkan belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung 
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dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, 

belanja barang dan jasa dan belanja modal, sedangkan belanja tidak langsung terdiri dari 

belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, 

belanja bagi hasil, belanja keuangan, dan belanja tidak terduga. 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan: “ Asas umum pengelolaan keuangan daerah 

terdiri dari : 

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, 

efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan 

memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.  

2. Secara tertib sebagaimana dimaksud adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara 

tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang 

dapat dipertanggungjawabkan.  

3. Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud adalah bahwa 

pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-

undangan.  

4. Efektif sebagaimana dimaksud merupakan pencapaian hasil program dengan target 

yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.  

5. Efisien sebagaimana dimaksud merupakan pencapaian keluaran yang maksimum 

dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai 

keluaran tertentu.  

6. Ekonomis sebagaimana dimaksud merupakan pemerolehan masukan dengan 

kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.  

7. Transparan sebagaimana dimaksud merupakan prinsip keterbukaan yang 

memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi 

seluas -Iuasnya tentang keuangan daerah.  

8. Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud merupakan perwujudan kewajiban 

seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber 

daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.  

9. Keadilan sebagaimana dimaksud adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan 

pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan 

pertimbangan yang obyektif.  

10. Kepatutan sebagaimana dimaksud adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan 

dengan wajar dan proporsional.  

11. Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud adalah bahwa keuangan daerah 

diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat”. 

 

Melihat azas umum pengelolaan keuangan daerah sudah sangat jelas di atur 

bagaimana seharusnya pengelolaan keuangan daerah dikelola oleh pemerintah daerah. 
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Namun melihat begitu banyak fakta dilapangan terkait penyelewengan pengelolaan 

keuangan oleh pemerintah itu sendiri sehingga menyadarkan kita bahwa negara ini tidak 

sedang baik-baik saja yaitu dengan banyaknya kasus korupsi yang melibatkan para pejabat 

pemerintah. Adapun jumlah korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah sepanjang 

tahun 2014-2017 dapat dilihat pada gambar 1. 

Gambar 1. Jumlah Pejabat/Profesi Yang Tertangkap Korupsi Tahun 2004-2017 

 
                  Sumber : https://www.kpk.go.id/publikasi/laporan-tahunan.html. 

 

Gambar 1, memperlihatkan jumlah kasus korupsi pejabat yang rata-rata didominasi 

oleh pejabat pemerintah. Hal ini, semakin memperkuat bahwa pemerintah sebagai pelayan 

publik tidak menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik malah justru memanfaatkan 

kewenangan yang dimiliki untuk memperkaya dirinya sendiri. Padahal sudah jelas didalam 

Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  Pasal 4 Ayat 1 mengatakan: “Keuangan 

daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, 

ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, 

kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.  Ayat tersebut menyatakan dengan sangat jelas 
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bahwa keuangan daerah itu seharusnya bermanfaat untuk masyarakat bukan malah justru 

bermanfaat bagi kepentingan pribadi dari pejabat yang mengelola anggaran tersebut. 

Kecamatan Lalan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di 

Kabupaten Musi Banyuasin, Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut merupakan pengguna 

anggaran yang bersumber dari APBD. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 1 Ayat 18 mengatakan:  

“Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang yang 

bertanggungjawab kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, 

Dinas Daerah, Badan dan Kantor”.  

 

 Kecamatan Lalan merupakan pecahan dari Kecamatan Bayung Lincir yang 

dibentuk pada tahun 2006, pada awal pecahan Kecamatan Lalan hanya terdiri dari 26 desa. 

Setelah itu terjadi pemekaran di Kecamatan Lalan pada tahun 2018 yaitu Desa Karang 

Mukti terpecah menjadi Desa Mekar Jaya. Total desa di Kecamatan Lalan untuk saat ini 

yaitu 26 desa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin). Adapun pusat 

pemerintahan Kecamatan Lalan terletak di Desa Bandar Agung  P16 b. Kecamatan Lalan 

memiliki luas wilayah kurang lebih 31 Km
2

. Batas wilayah sebelah barat berbatasan 

dengan Kecamatan Bayung Lincir, sebelah timur, selatan, dan utara berbatasan dengan 

Kabupaten Banyuasin. 

Pengelolaan keuangan negara seharusnya dikelola dengan sebaik-baiknya 

mengingat keuangan daerah tersebut merupakan milik masyarakat yang seharusnya dapat 

digunakan untuk mensejahterahkan masyarakat tersebut. Pengelolaan anggaran belanja 

langsung yang dikelola oleh Kecamatan Lalan diharapkan telah dikelola dengan maksimal 
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namun setelah peneliti melakukan observasi terkait pengelolaan anggaran belanja langsung 

tersebut masih ditemukannya beberapa permasalaha yaitu : 

1. Tidak adanya pejabat penatausahaan 

Penatausahaan belanja seharusnya dilakukan oleh pejabat penatausahaan, namun 

apabila sebuah SKPD tidak memiliki pejabat penatausahaan otomatif tugas tersebut harus 

dijalankan oleh orang lain yang dianggap kompeten dibidangnya. Penatausahaan di 

Kecamatan Lalan dilakukan oleh bendahara dikarenakan kurangnya sumber daya manusia 

sehingga mengharuskan penatausahaan dilakukan oleh bendahara. Berdasarkan Perda 

Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah Pasal 14 yaitu Pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh 

merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan 

negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK. Mengacu pada Perda tersebut bahwasanya 

pentausahaan keuangan tidak boleh dilakukan oleh bendahara namun yang terjadi di 

Kecamatan Lalan justru sebaliknya. Bendahara memiliki fungsi ganda yang dikhawatirkan 

akan berpengaruh terhadap kinerja dari bendahara itu sendiri. Bahkan bendahara dapat 

dengan mudah memanipulasi belanja karena tidak ada pihak yang memverifikasi dokumen 

yang dibuat oleh bendahara yang seharusnya menjadi tugas dari pejabat penatausahaan itu 

sendiri. Terkait data tidak adanya pejabat penatausahaan dapat dilihat pada tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Bagian Keuangan 

No Jabatan keterangan 

1. Kepala sub Keuangan ada 

2. Bendahara ada 

3. Pejabat penatausahaan Tidak ada 

Sumber : Hasil wawancara dan observasi penulis 

 

Tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Lalan tidak memiliki pejabat 

penatausahaan dikarenakan kurangnya sumber daya manusia sehingga menyebabkan 

penatausahaan dilakukan oleh bendahara. 
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2. Kurang maksimalnya pengawasan Inspektorat 

Pengawasan merupakan indikator yang sangat penting didalam menjalankan 

pemerintahan. Pengawasan yang dilakukan secara maksimal diharapkan dapat memberikan 

dampak yang baik bagi pelaksanaan suatu kegiatan. Pelaksanaan terkait pengelolaan 

anggaran menjadi sangat dibutuhkan mengingat banyaknya kasus korupsi yang dilakukan 

oleh pejabat pemerintah. Pengawasan harus dilakukan dengan maksimal bukan hanya 

sekedar sebagai pemenuhan program kerja. Pihak-pihak yang melakukan pengawasan 

diharapkan benar-benar dapat menjalankan tugas dan fungsinya supaya memiliki dampak 

yang positif. Kecamatan Lalan selaku SKPD merupakan perangkat daerah yang diawasi 

oleh inspektorat. Di Kecamatan Lalan pengawasan yang dilakukan inspektorat hanya 

dilakukan satu kali dalam satu periode dengan anggaran dana yang cukup besar. Terkait 

permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Kegiatan Anggaran Capaian Persentase 

Kunjungan kerja kepala 

daerah/ kegiatan 

inpeksi 

Rp. 100.000.000,00 1 kali kegaiatan 100% 

Sumber: DPA-SKPD Kecamatan Lalan 

 

Tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan pengawasan oleh 

inspektorat cukup besar yaitu sebanyak 100.000.000 betapa tidak efektifnya jikalau 

kegiatan pengawasan hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun. Seharusnya dengan 

anggaran yang cukup besar tersebut pihak inspektorat dapat lebih maksimal melakukan 

pengawasan setidaknya 2 kali dalam satu tahun supaya kinerja dari SKPD yang diawasi 

dapat benar-benar maksimal. Seperti yang kita ketahui masyarakat indonesia pada 

umumnya akan cenderung giat bekerja apabila diawasi dan akan cenderung malas apabila 

tidak ada yang mengawasi. 
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3. Terlambatnya laporan pertanggungjawaban 

Laporan pertanggungjawab merupakan wujud nyata dari sebuah transparansi. Baik 

atau tidaknya suatu pemerintahan dapat dilihat dari laporan pertanggungjawaban. Laporan 

pertanggungjawaban diharapkan dapat diberikan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang 

ada terkait tempo penyampaian laporan pertangungjawaban. Faktanya yang terjadi di 

Kecamatan Lalan justru sebaliknya laporan pertanggungjawaban diberikan melebihi batas 

waktu yang seharusnya yang diatur dalam perundang-undangan. Menurut Peraturan 

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 143 Ayat 3 yaitu laporan pelaksanaan keuangan 

diberikan paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kecamatan Lalan 

memberikan Laporan pertanggungjawaban 2 bulan 2 minggu itu berarti Kecamatan Lalan 

sudah terlambat 2 minggu dari batas tempo yang sudah diatur didalam perda tersebut. 

Hal ini didukung juga oleh data terkait terlambatnya laporan pertanggungjawaban 

yang diberikan oleh Kecamatan Lalan yang dapat dilihat pada tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Penyampaian laporan pertanggungjawaban 

Dokumen Batas Akhir Pengumpulan Pengumpulan 

Laporan 

pertanggungjawaban 

keuangan Kecamatan Lalan 

28 Februari 2017 14 Maret 2017 

Sumber : Hasil wawancara yang diolah oleh penulis 

 

Tabel 3 tersebut menunjukan bahwa dalam memberikan laporan pertanggungjawab 

Kecamatan Lalan terlambat 2 minggu padahal didalam perda tersebut sudah diberikan 

tenggang waktu 2 bulan setelah periode tersebut berakhir akan tetapi Kecamatan Lalan 

masih saja terlambat meskipun hanya 2 minggu. 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan tersebut, maka 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengelolaan 
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anggaran belanja di Kecamatan Lalan tersebut. Peneliti berharap dengan dilakukannya 

penelitian terkait pengelolaan Anggaran Belanja Langsung di Kecamatan Lalan dapat 

ditemukannaya solusi dari permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan pada latar 

belakang. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah  bagaimana Pengelolaan Anggaran Belanja Langsung oleh Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016?. 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Anggaran Belanja Langsung 

oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 

2016. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini memberikan manfaat dalam bentuk teoritis, untuk memberikan 

sumbangsih pemikiran bagi Ilmu Administrasi Negara khususnya Keuangan Negara 

mengenai pengelolaan anggaran belanja langsung. 

2. Manfaat praktis 

Manfaat praktis hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan saran dan solusi 

bagi Pemerintah Kecamatan Lalan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam penggunaan anggaran belanja supaya anggaran belanja dapat dikelola sesuai 

dengan kebutuhan. 
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